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ABSTRAK 
Dibutubkan metode alternatif penentuan prioritas kecamatan miskin sasaran 
program sektoral karena masalah-masalah sektoral, khususnyakesehatan dan 
gizi tidak selalu sepnuhnya sejalan dengan hasil identifikasi desa-desa miskin 
oleh Rirn Pusat Statistik (BPS). Metode yangdigunakan ialah kombinasi dari 
dua caralpendekatan penentuan kecamatan miskin. Cara pertama ialah 20% 
desa miskin per kecamatan, pendekatan kedua ialab penggunaan dua atau 
lebih dari lima variabel indikator kemiskinan tingkat kecamatan (TK, jalan 
tanah, listrik, sarana transpnrtasi utama dari Data PODES, dan prevalensi 
gizikurang-TRABS). Kecamatan yang terdeteksi sebagai kecamatan miskin 
oleh dua cam tenebut adalah kecamatan prioritas utama sasaran program 
sektoral; sedangkan yang terdeteksi miskin oleb satu di antara dua cam 
tersebut di atas adalah prioritas berikutnya. Data yang digunakau adalah data 
TRABS-1988 KLH-Puslibang Gizi, data PODES-1986, PODES-1990, dan desa- 
desa Miskin RPS-1993. Uji regresi logistik dan uji sensitifitas dan sfesifisitas 
digunakan untuk penentuan variabel indikator kemiskinan. Dari 458 
kecamatan sampel di tiga provinsi (Sumbar, Jateng dan NTB) terdapat 183 
kecamatan miskin yang terdeteksi sebagai kecamatan prioritas pertama 
sasaran program kesehatan dan gizi dan 159 kecamatan prioritas berikutnya. 
Daftar kecamatan miskin dari studi ini terlampir.Dengan metode ini maka 
pnen tu  kebijakan kesehatan dan gizi pada tiugkat kabupatenkotamadya 
mempunyai  d a s a r  perencanaan pengalokasian dana  da lam upaya 
penanggulangan kemiskinan melalui sektor kesehatan dan gizi.Untuk menun- 
jang kemudahan perencanaan dari bawah maka keberadaan buku Kabupaten 
I)alam Angka yang memuat data pntenbi kecamatan )ang benunlber dari data 
POI)I.:S ran!: dilrngkapi dengan data status giri anak (Ralita atau anak SD- 
KLs. 1) yang seragam dan dengan kualitas yang baik menjadi sangat pehting. 
alah satu prioritas utama pembangunan dalam Repelita VI ialab penanggulangan daerah dan 
Smasyarakat  miskin. Jumlah penduduk miskin yangsaat ini sebanyak 25.9 juta (13,7%) diupayakan 
agar dapat diturunkan menjadi 12juta (6%) pada akhii PELITA VI (Mubyarto, 1994). Upaya kearah 
itu telah diawali melalui pendekatan pengembangan kawasan terpadu (PKT) (Mubyarto 1994, 
Sayogyo, 1994) yang bertujuan untuk meningkatkan kondisi sosial ekonomi masyarakat di desa-desa 
yang mempuoyai permasalahan khusus melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan serta 
keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan program dengan arahan kegiatan dan dukungan inten- 
sif dari aparat pemerintah daerah. Dari penerapannya, program PKT tersebut dinilai masih me- 
ngalami beberapa kendala dalam upayapeneapaian target penurunan kemiskinan penduduk danjuga 
daerah miskin di Indonesia (Mubyarto). 
Dalam upaya mempercepat dan mempertajam sasaran program penanggulangan kemiskinan 
telah dilakukan identifikasi desa-desa miskin secara nasional (20633 desa miskin) oleh Biro Pusat 
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Statistik (BPS), 1993. Upaya ini diikuti oleh komitmen gerakan nasional penanggulangan kemiskinan 
bcrdasarkan INPRES No. 5 tahun 1993, tentangpeningkatan penanggulangan kemiskinan (Siagian, 
1944) yang kemudian dilengkapi dengan program IDT (Inpres desa tertinggal) 1993 (Sayogyo, 1994). 
Sasaran program IDT adalah penduduk miskin dan dalam upaya penanggulangan kemiskinan 
tidak selalu merupakan intewensi berkaitan dengan variabel-variabel yang digunakan dalam penen- 
tuan desa miskin. Jadi hasil identifikasi desa-desa tersebut digunakan sebagai dasar penentuan 
prioritas wilayah sasaran penanggulangan kemiskinan karena penduduk miskin di desa-desa "maju" 
tidak terjangkau oleh program IDT 
Namun demikian terdapat kesan bahwadiharapkan denganmenurunnyajumlahpenduduk miskin 
dapat pula meningkat status desa tertinggal menjadi desa maju. Jika demikian, nilai kualitas fisik 
sumber daya manusia (SDM) seharusnya juga termasuk sebagai salah satu tolok ukur penentuan 
dcsa-desa miskin. Di pihak lain, pada variabel indikator yang digunakan untuk penentuan desa miskin 
(BPS 1993) variabeVpatokan nilai kualitas fisik SDM secara khusus belum termasuk. 
Salah satu tolok ukur pertumbuhan fisik adalah pertambahan tinggi badan anak sejalan dengan 
pertambahan umurnya yang merupakan refleksi dari gambaran status kesehatan dan gizi pada masa 
lalu. Untuk keperluan pemantauan perkembangan situasi dalam bidang gizi, ukuran yang lazirn 
digunakan adalah prevalensi gizikurang pada anak (TBIU). Hasil penelitian Djumadias (1987) di tiga 
provinsi di Indonesia dan hasil penelitian dari beberapa negara (Martorel, dkk., 1988), menunjukkan 
bahwa pertumbuhan anak usia 7 tahun di wilayahldaerah tertinggal mengalami keterlambatan atau 
lebih pendek 3-4 cm dibandingkan dengan anak seusianya yang hidup dalam lingkungan keluarga dan 
wilayah yang sudah maju. Juga penelitian di India menunjukkan bahwa meningkatnya pendapatan 
keluarga berkorelasi dengan menurunnya jumlah anak-anak yang pendek (stunted) menurut usianya 
(Keller, 1988). 
Prevalensi ginkurang-TBABS kurang kuat digunakan sebagai prediktor tunggal penentuan 
kecamatan miskin; tetapi dapat digunakan sebagai salah satu variabel indikator yang secara bersama- 
sama dengan variabel sosial-ekonomi dapat mempertajam analisis dalam menentukan kecamatan 
miskin (Djumadias, 1994). Atas dasar ini prevalensi gizikurang TBABS anak usia 6-7 tahun dapat 
digunakan sebagai alternatif penentuan daerah miskin. Selain itu, dikemukakan pula bahwa persen- 
tase 20% desa miskin dalam kecamatan atas dasar variabel sosial ekonomi data PODES juga 
merupakan alternatif penentuan kecamatan miskin. Apabila hasil analisis ini dikombinasi dengan 
hasil penentuanwilayah miskin atas dasar persentase desa miskin per-kecamatan.maka hasilnya dapat 
merupakan kecamatan miskin prioritas sasaran program pembangunan baik secara sektoral maupun 
non-sektoral. 
Artikel ini menyajikan bahasan tentang cara alternatif penentuan kecamatan miskin prioritas 
dalam penanggulangan kemiskinan untuk program sektoral, khususnya program gizi dan kesehatan 
masyarakat. Kajian ini merupakan bagian dari studi penggunaan "Tinggi Badan Anak Baru Masuk 
Sekolah untuk Pemetaan Daerah Miskin". 
Metode Penelitian 
Data yang digunakan adalah data tinggi badan anak kelas I-baru sekolah dasar (TBABS) tahun 
19%, data PODES 19%) dan 1990 BPS), dan publikasi daftar desa-desa miskin BPS-1993 untuk 
provinsi-provinsi Sumatera Barat, Jawa Tengah, dan Nusa Tenggara Barat (NTB) (Abunain, 1994). 
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Analisis untuk penentuan k-matan miskin adalah kombinasi dari dua carafpendekatan. Pen- 
dekatan pertama ialah persentase desa miskin per-kecamatan dan pendekatan kedua ialah 
penggunaan 5 variabel(4 variabel sosial ekonomi PODES dan 1 variabel kualitas fisilu'petumbuhan 
anak) . 
Untuk pendekatan pertama d i i a k a n  daftar desa miski  hasil analisis mengikuti prosedur BPS 
untuk data PODES 1990 dan 1986 dan laporan BPS 1993. 
Uji regresi logistik dan uji sensitifitas spesifisitas digunakan untuk mengetahui variabel yangsecara 
bersama sebagai determinan kemiskinan. Pada tahap akhir dilakukan padanan antara ketiga hasil 
analisis dengan dua macam pendekatan tersebut guna memperoleh kecamatan-kecamatan prioritas 
dalam program sektoral berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan. 
Variabel dengan titik batas (kriteria) tertentu yangdigunakan untukmenyatakan suatu kecamatan 
disebut miskin dalam penelitian "TBABS untuk pemetaan daerah miskin" ada sebelas (Abunain, 
1994). Lima dari kriteria tersebut ialah (1) pendidikan; misiki apabila jumlah desa yang memiliki 
TK < 30% per-kecamatan, (2) jalan tanah. Miskin apabila jumlah desa yang mempunyai jalan tanah 
sebagai jalan utama desa_yl5%, (3) ratio sarana angkutan. Miskin apabila jumlah desa yang 
mempunyai sarana angkutan utama bukan roda-empat < 15%, (4) ratio rumah berlistrik. Miskin 
apabila jumlah desa yang mempunyai listrik < 50%, dan (5) prevalensigizi kurang-TBABS pada titik 
batas 40%. 
Carafpendekatan penentuan kecamatan miskin dikembangkan oleh Departemen Dalam Negeri. 
(Dijen Bangdes, 1991) dan telah digunakan sejak tahun 1982 dan ditetapkan sebagai kecamatan yang 
diberikan prioritas dalam pembangunan dan pengembangan wilayah . Selain pendekatan ini, telah 
digunakan pula pendekatan lain dengan analisis faktor dengan menggunakan data PODES, oleh 
Susetio tahun 1990 untuk data PODES-'86 Jawa Barat dan PODES Nusa Tenggara Timur oleh 
Soemardjo pada tahun 1991 (Sayogyo 1994). Namun pada kedua pendekatan tersebut belum 
digunakan kualitas fisik sumber daya manusia (KFSDM) sebagai variabel indikator penentuan 
kemiskinan, karenadalam data PODES memang variabel KFSDM itu belum ada. Kekurangan 
informasi yang tersedia dalam data PODES, khususnya yang berkaitan dengan penentuan desa-desa 
miskin, telah dikemukakan oleh pihak BPS sendiri (Ka. BPS, 1993) dan W~rosardjono 1Yl3. 
Dalam bahasan ini dilakukan kajian cara alternatif penentuan kecamatan miskin yang dapat 
digunakan untuk penetapan prioritas wilayah dalam program sktoral berkaitan dalam rankga upaya 
penanggulangan kemiskinan. Di sini digunakan pendekatan dengan menggabungkan hasil analisis 
dua cara penentuan kecamatan miskin, yaitu pertama, persentase desa miskin dalam kecamatan 
dengan titik batas (cut off point) 20% dan kedua, jika terdapat dua variabel atau lebih dari l i a  
variabel indikator yang menunjukkan adanya kemiskinan pada suatu kecamatan (Abunain 1994). 
Kelima variabel yang digunakan tersebut ialah taman kanak-kanak (TK), jalan tanah, listrik, sarana 
transportasi utama, dan prevalensi gi7i kurang-TBABS pada titik batas 40% di tingkat desa. 
Adanya TK dan listrik di sebagian besar desa menunjukkan kemampuan ekonomi wtirga desa 
untuk membayar biaya penerangan listrik dan juga biayapengenalan pendidikan paling awal anaknya 
di taman kanak-kanak. Keluarga yang kurang mampu umumnya tidak memasukkan anaknya ke TK 
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karena biaya anak TWbulan diketahui lebih tinggi dari biaya anak sekolah dasar (SD). Di samping 
itu upaya mendirikan TK, berkaitan dengan tingkat kemajuan masyarakat desa dalam pendidikan. Di 
lain pihak, masih banyaknya desa yang memiliki jalan tanah (bukan jalan yang diperkeras) sebagai 
jalan utama dan sarana transportasi-utama bukan rodaempat merupakan indikasi rendahnya potensi 
ekonomi wilayah tersebut. Demikian pula halnya dengan status gizi anak di suatu wilayah. Di wilayah 
yang kondisi lingkungannya kurang memadai, pertumbuhan anak-anak mengalami hambatan karena 
berbagai sebab, khususnya karena penyakit infeksi, diare dan konsumsi zat gizi yang kurang. Pada 
kondisi lingkungan yang demikian maka status kesehatan, status gizi dan kebugaran tubuh juga 
rendah, yang secara langsung atau pun tidak langsung menghambat pertumbuhan fisik anak. Dampak 
lingkungan dan penyakit infeksi terhadap pertumbuhan anak telah lama dikenal dan dibahas oleh 
ahli-ahli di berbagai bidang berdasarkan hasil penelitian di Indonesia ( 'hmbelaka 1974; Ratna 
Indrawati 1976, Gracey 1976) dan berbagai negara di dunia (Scrimshaw 1965; Mata 1971; Tomkins 
1981). Pada daerah yang kondisi lingkungannya baik dan sesuai untuk pertumbuhan optimal maka 
tinggi badan anak akan bertambah sejalan dengan bertambahnya umur.(Tanner 1978) dan pada 
kondisi yang kurang menguntungkan maka tinggi badan anak mengalami hambatan, yangjuga disertai 
kekurangan berat badan karena penyakit infeksi,diare dan sebagainya. Pertumbuhan anak digam- 
harkan sehagai dampak interaksi dari semua hasil pembangunan pada berbagai bidang (Chen, 1979). 
Pengaruh perkembangan daerah atau wilayah terhadap tinggi badan manusia sebenarnya sudab 
dikemukakan oleh Villerme dalam tahun 1829 (Jelliffe 1989) yang menyatakan bahwa manusia akan 
lebih tinggi dan pertumbuhannya lebih cepat pada daerah yang kaya (maju) karena semua sektor 
menunjangnya dan sebaliknya kemiskinan memperlambat pencapaian petumbuhan dan tinggi dewasa 
juga terhambat. Atas dasar ini maka statusgizi-TBIU anak yang baru masuk sekolah merupakan tolok 
ukur yang tepat untuk memantau perkembangan suatu wilayah. 
Hasil analisis penentuan kecamatan miskin menggunakan data PODES 1986 dan Publikasi 
desa-desa miskin-BPS 1993 disajikan pada Tabel 1. 
Tabel 1. Jumlah keeamatan miskin menurut dua macam titik hatas kemiskinan 
Pada Tabel 1 tampak babwa dengan menggunakan pendekatan pertama, yaitu 20% desa miskin, 
diperolch jumlah kecamatan yang teridentifikasi miskin dari kedua set data (PODES-1986 dan desa 
miskin menurut laporan BPS 1993) relatif sama. Tetapi dengan pendekatan kcdua, yaitu jika dua 
variahel atau lebih dari lima variahel yang menunjukkan adanya kemiskinan, makajumlah kecamatan 
miskin yang tcridcntifikasi meningkat mcnjadi 269 kecamatan atau bertsmbah 4,796. 
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Penajaman penilaian kemiskinan wilayah dapat lebii baik jika penentuan kecamatan miskin 
dilakukan terhadap daftar desa miskin laporan BPS-1993 dengan mengkombinasi atau padanan hasil 
kedua cara yang dikemukakan di atas. Dari hasil tersebut diperoleh empat kelompok yang akhirnya 
dapat disederhanakan menjadi tiga kelompok kemiskinan wilayah seperti yang terlihat pada Tabel 2. 
Jika pada hasil masing-masing pendekatan (Tabel 1) hanya dapat diperoleh jumlah kecamatan 
yang miskin maka pada Tabel 2, dengan cara kombinasi dimaksud, tampak penajaman penilaian 
penentuan kecamatan miskin. Kecamatan miskin yang teridentifikasi oleh kedua cara secara bersama 
adalah kecamatan yang benar-benar miskin. Atas dasar ini maka kecamatan yang tcridentifikasi 
miskin oleh kedua cara tersebut merupakan daerah yang perlu mendapat prioritas pertama dalam 
upaya penanggulangan kemiskiian dari sektor kesehatan dan lintas sektor (non gizi dan kesehatan). 
Kecamatan yang hanya diidentifikasi miskin oleh salah satu dari dua cara tadi diberikan prioritas 
kedua. 
Isbel2. Jumlah kecamatan miskin prioritas penanggulangan kemiskinan secara sektoral 
menurut dua cara analisis* 
*) Cara pertama : 20% desa miskin: per kecamataql 
Cara kedua apabila 2 variabe dari 5 variabel indikator kemiskinan. 
Penajaman prioritas sasaran ini menjadi sangat dibutuhkan karena fakta di daerah-darrah yang 
diperoleh dari studi penjajagan "Penelitian TBABS-untuk pemetaan daerah miskin 1W4" menunjuk- 
kan bahwa masalah-masalah sektoral, khususnya kesehatan dan gizi tidak selalu sepenuhnya sejalan 
dengan hasil identifikasi desa-desa miskin. Di lain pihak sektor-sektor termasuk kesehatan dan gizi 
dituntut untuk menunjang dan mengarahkan program-programnya pada upaya penanggulangan 
kemiskinan. 
Hasil analisis lebih lanjut tentang hubungan antara kedua cara pendekatan dapat dilihat pada 
Tabel 3 dan Tabel 4. 
Pada tabel3 di sajikan tahel silangpenilaian kecamatan miskin berdasarkan analisis menggunakan 
indikator = 2  var. pada prevalensi gizikurang 40% dengan hasil laporan BPS 1993 dcngan kritcria 
20% desa miskin per-kecamatan, dan padaTabel4pembandingan hasilanalisis dcngan menggunakan 
- 
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data PODES 1986 dan laporan BPS 1993 kriteria 20% desa miskin untuk kemiskinan tiogkat 
kecamatan. 
Tabel 3. Kesesuaian ketepatan kerniskinan berdasarkan rniskin 93. dan Kategori 2 =2 
variabel* 
Miskin93 : kemiskinan berdasarkan 20 % desa miskin dalam kecamatan menggunakan 
desa msikin BPS 1993. 
** = 2-var. = Kemiskinan berdasarkan 2atau lebih dari Svariabel pada prevalensi izikurang40% 
Tabel 4. Kesesuaian ketepatan kerniskinan berdasarkan miskin931 dan PODES86 pada titik 
batas kernisikinan 20%" 
* Miskin93 : kemiskinan berdasarkan 20 % desa miskin dalam kecamatan menggunakan desa 
miskin BPS 1993. 
* Miskin20% : kemiskinan berdasarkan 20% desa miskin dalam kecamatan. 
Pada Tabel3 terlihat bahwa jumlah kecamatan yang betul-betul miskin adalah 71,s % dari jumlah 
kccamatan miskin yang diidentifikasi oleh keduanya. Pada Tabel 4 tampak kalau kecamatan miskin 
didasarkan pada batas 20% desa miskin menurut laporan BPS 1993 dan batas 20% berdasarkan data 
PODES 1986 makajumlah kecamatan miskin yangdinyatakan oleh kedua cara adalah 67,2 %. Kedua 
cara dcngan analisis Se-Sp menunjukkan false positive sekitar 25%. 
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Berdasarkan hasil analisis ini dengan menggunakan indikator + 2 var. pada prevalensi gizikurang 
40% dan menerapkamya pada wilayah miskin atas dasar Laporan BPS 1993, dapat digunakan untuk 
pemetaan prioritas daerah dalam upaya penanggulangan kemiskinan, maupun untuk memantau 
perkembangan desa miskin. 
Daftar kecamatan miskin untuk provinsi-pronnsi Sumatera Barat. Jawa Tengah dan Nusa 
- 
Tenggara Barat yang diidentifikasi dengan dua cara penentuan kecamatan, yaitu pertama, atas dasar 
=2 variabel pada prevalensi gizikurang 40%, dan kedua dengan batas 20% desa miskin-daftar desa 
miskin BPS 1993, diiajikan pada Tabel 5 terlampir. 
Dari pembicaraan terdahulu ternyata bahwa pendekatan yang berbeda mengenai kemiskinan 
wilayah kecamatan di Indonesia menghasilkan jumlah kecamatan miskin yang berbeda. Juga dari 
sejumlah variabel data PODES yang ditemukan cukup kuat peranannya sebagai indikator kemiskinan 
wilayah ialah adanya Taman Kanak-kanak (TK), listrik, jalan tanah, sarana utama transportasi di desa. 
Di samping itu penambahan nilai kualitas fisik sumber daya manusia (KFSDM) berupa prevalensi 
gizikurang-TBABS pada indikator sosial ekonomi data PODES memperkuat keberadaan kelompok 
indikator tersebut sebagai indikator kemiskinan wilayah dan kemiskinan penduduknya. 
Sehubungan dengan ha1 di atas kombinasi hasil penentuan wilayah miskin dengan menerapkan 
caralpenedekatan = 2 variabel prediktor dan 20% desa miskin dalam kecamatan pada daftar desa 
miskin menurut laporan BPS 1993 dapat digunakan untuk menetapkan urutan prioritas kecamatan 
dalam program sektoral khususnya program kesehatan dan gizi dalam rangka menunjang upaya 
penanggulangan kemiskinan. 
Namun demikian masalah peningkatan kualitas dan keseragaman data PODES yang dikumpulkan 
secara periodikoleh daerah-daerah perlu mendapat perhatian sungguh-sungguh. Untuk menunjang 
kemudahan perencanaan dari bawah maka keberadaan buku Kabupaten Dalam Angka kabupten 
yang memuat data potensi kecamatan yang bersumber dari data PODES yang seragam dengan 
kualitas yang baik menjadi sangat penting. 
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Daftar kecamatan miskin menurut prioritas penanggulangannya 
- 
PR KABUPATEN KECAMATAN 
PRIORITAS 1 : MI = 1, M2 = 1 
13 05 PADANG PARIAMAN 
01 PESISIR SELATAN 
02 SOLOK 
03 SAWAHLUNTOISJJ 
04 TANAH DATAR 
05 PADANG PARIAMAN 
06 AGAM 
08 PASAMAN 
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20 KARANG ANYAR 
21 KARANG GAYAM 
22 SADANG 

















11 MOJO TENGAH 
08 Magelang 01 SALAMAN 
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22 SEMARANG 01 GETASAN 
03 SUSUKAN 
12 BRINGIN 
23 TEMANGGUNG 11 CANDIROTO 
12 TRETEP 
2.2 KENDAL 01 PLANTUNGAN 
03 PEGERUWNG 
04 PATEAN 
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27 PEMALANG 01 MOGA 
02 PULOSARI 
03 BELIK 




52 02 LOMBOK TENGAH 05 
06 
03 LOMBOK TIMUR 02 
PRIOROTAS 2 (A): M = 1, MZ=O 
13 01 PESISIR SELATAN 05 
02 SOLOK 02 
11 
12 
04 TANAH DATAR 06 
06 AGAM 04 
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07 50 KOTO 05 
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13 04 TANAH DATAR 




















52 01 LOMBOK BARAT 
03 LOMBOK TIMUR 
04 SUMBAWA 
PRIORITAS 2(B): M1=0, M2 = 1 
02 LOMBOK TENGAH 
13 04 TANAH DATAR 
DONGGO I 
SUNGAI TARAB I 
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PR13 = SUMBAR PR33 = JATENG 
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